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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 860 TAHUN 2015
TENTANG

PEMEBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAFH ALIYAH
AR-RAIHAN LATTEKKO KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang

Mengingat

=it

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa dalam rangka pelaksanaan kelentuan Pasal 8 ayat (2)

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah perlu memberikan izin
operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah
yvang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyvarakat melalui
organisasi berbadan hultum unmk menvelenggaralkan madrasah
sesual dengan standar nasional pendidikan:

. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi

persvaratan administratil, teknis, dan kelayakan vyang telah
ditetaplean;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, b dan ¢ di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Agama Republik Indonesia tentang Pemberian [zin Operasional
Pendirian Madrasah Alivah Ar-rathan Lattekxko Kabupaten Bone
Provinsi Sulawesi Selatan.

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301}); )

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

([Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496] sebagaimana teclah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasipnal Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabhun
2013 Nomoer 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5410);

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib

Belajar Pendidikan Dasar (LLembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4863];

. Peraturan Pemerintah Nomar 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

6. Peraturan. ..



y

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

=]

10.

11

12,

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 494 1);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5150] sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahuno 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor ! 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5157);

. Peraturan Menleri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tabun 2007

Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaivah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah,
dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyvah,

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010

tentang Standar Pelavanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Perafhiran
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar
Kompetensi Lulusan dan Standar lsi Pendidikan Apama Islam dan
Rahasa Arab di Madrasah;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
(Berita Ncgara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomer 206) -
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama
Nomeor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentern
Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 20013 Nomor 684);

Peraturan Menteri Agama Nomeor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berits Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

1. Nota Dinas Pertimbangan darn Kepala Bidang Pendidikan
Madrasah Nomor: Kw.21.4/53/PP.00.1/6265/2015 Tanggal 21
September 2015;

2. Rekomendasgi dari Kepala Kantor Kementerian Agama
KABUPATEN BONE NomoT:
Kd.21.05/4/PP.01.1/1958/2014 Tanggal 17 September 20135;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN
OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AR-
RAIHAN LATTEKKO KABUPATEN BONE PROVINSI
SULAWESI SELATAN.

Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada

madrasah schagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak rerpisahkan dar Keputusan ini.
KEDUA ...



EEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang
bersangkutan wajib:

a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling
sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan
kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik
dan tenaga kependidilean: dan/atau

b. mengajukarn pendaftaran visitasi akreditasi
sekolah/madrasah kepada BAP S/M sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kedua huraf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau
hasil akreditasi sebhasaimana dimaisud Dikium Kedua huraf b
mendapat peringkat minimal ©C, maka izin operasional
sebagaimana dimalsud dalam Diknum Kesatu telap berlaku.

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelengparaan pendidikan dan/atau
hasil akreditasi sebapgaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b
tidak mendapal peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetaplkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 26 Oktober 2015
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 860 TAHUN 2015
TENTANG

PEMBERIAN [ZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AR-RATHAN LATTEKKO
KABUPATEN BONE PROVINS] SULAWESI SELATAN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN 1ZIN OPERASIONAL

1 |Nama Madrasah

MA. AR-RAIHAN LATTEKKO

2 INomor Statistik Madrasah

131273080354

3 |Alamat Madrasah

LATTEKKO, LATTEKRKO KEC. AWANGPONE,
KAB. BONE

4 |Nama Organisasi Penvelenggara

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AR-RAIHAN

3 |Akte Notaris Organisasi
Penyelenggara

No. 11 / Mena Bahra,8H. M.KM / 8 Oktober
2012

& |Pengesahan Akte Notaris

Organisasi Penyelenggara

/ 30 November -0001

A.N.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA




IKRAR WAKAF

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertanda tangan i bawah Ini saya .
MNarma lengkap
Tempat dar Tanggal Lahiriumur
Agarna
Fekerjaan
Jabatan
(bag Wakif Organsasy/Badan Hukum

' Kewargaregaraan

Tempat tinggal

Bertindak untuk dan atas nama
Pada hari ini

Tanggal

dengan ini mewakafkan sebidang tanah hak millk saya -

bafpa 1)

Sartifikat/Persil 2] nomor

Kelas Desa

Ukuran Panjang
Later
Luas

Tardetak di

Dasa

Kersmatan

Kabupaten/Kota 2)

Prowvinsi

dangan batas-batas ;
Scbelah  thmur
baral
utara
selatan

Untuk keperluan 3}

Manfaat wakaf tanah ‘ersebut diberikan kepada
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Wakaf tanah tersebut diunss aleh Mazhir yang diwakili akeh ;

Mama lengkap

Tempst dan Tanggal Lahir/umur
Agama

Pekerjaan

Jabatan dalam kazhir
Kewarganegaraan

Tampat inggal

. BOME, 18 APRIL. 9‘59



Ikrar Wakal ini divcapkan/dibacakan 2} di hadapan PPAIV Kecamatan ... AW AR OMIE. ..ot e oot ees s seees

Prowins . mLﬂHﬂﬁI mm.ﬁﬁ

saksi-zaksl

1.

Ikrar Wakal ini ditual dalam mngkap liga ;

Nama lengkap
Tanggal Lahir/umur

Agama
Pekerjaan

" Jabatan

Kewarganegaraan

Tempat inggal

Nama lengkap
Tanggal Lahirfurnur
Agama

Pakerjaan

Jabatan
Hewarganegaraan

Tempat tinggal

Lembar perlama untuk Mazhir.

Lembar kedua untuk PRAIL

Lembar kellga untuk Walkf.
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Dermikian lkear Wakaf ini saya buat atas kehandak sendii dan tansa paksaan pihak lain,

Mazhr,

Saksi-saksi :

1. DEALHT, ALSYAI ADSM

Kalarangan :
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Meangatahui
Keapala Kantor Urusan sgama Kecamsland Avangpone
= D /

1}. Diisi =alah satu dari sawah, pekarangan, kabun, atau tambak.
2}, Coret yang tidak peru. i
). Diisi salah saly dari tujuaEn wakal.
a. Pambangunan tempat peribadatan, tarmasuk dl dalarmnya masjid, langgar dan musholla,
b. Keperluan umum, fermasuk cidalamnya bidang pandidikan darl tingkat kanak-kamak, lingkat dazar sampai tingkat tinggi serta

tempat penyantunan anak yatim piaty, tuna neira, tuna wizma atau keperuan umum lainnya sesuai dengan ajarar agama lslam.
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